KEPUTUSAN EEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSL JAWA TENGAH
MOMOR 1920 TAHUN 2018

TENTANG

FEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL AMANAH
KABUPATEN WONOCOIR]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINEI JAWA TENGAH,

Mentmbang

Menglngat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentusn Pasal B ayat (2]

Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tehun 2013 tentang
Penyvelenggarann Pendidiken Madrasah, perlu memberian izin
operasionnl terhadap Madrasah Sweasta i lUngkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsl Jawa Tengah;

. bahwa dalam rangkse meninghkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, perlu memberiltan kesempatan masyarakat melakul
organizasl berbadan hukum uniuk menvelenggarakan madrazah
sedi dengan standar nastonal pendbdikan;

. bahwa Madresah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan imi

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
vang telah ditetapian;

« bahwa berdasarkan periimbangsn sebagaimana dimaksud dalam

hurul s, b dan ¢ di atas, periu menetaphkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang
Pemberian [bin Operasional Pendirian Madrasah Allvah Al Amanah
Katupaten Wonoplel;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomar 4301}

. Undang-Undang Nogmer 14 Tahun 2005 enteng Gury dan Dosen

(Lembaran Negera Republik Indonesita Tahun 2005 Momor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentsdg Standar

MNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun
2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesin
Nomor 4406| sebagaimana felah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedaa Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentasg Standar
Maglonal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

* 11 3-Noanor 71, Tambahian Lemrbharan MNegarm El:'pul:l'l'iic Inddnriexia

Nomor 5670



4. Peruluran Pemerntah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Megars Fepublik
Iindonesia Nomor 486:3);

5. Peraturan Pemerintah Namor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan . [Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2008
Momor 91, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 486-4);

6. Poraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 494 1);

7. Peraturan Pemerintah Namor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendsdikan [Lembaran Megoran Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negarn
Fepublik  Indonesia Nomor 5150) sebagaimmana telsh diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubshan Atas Pergturan Pemerintah Momor 1V Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Negara Hepublik Indenesla Tehun 2010 Nomar 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyrh, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Teanawivah,
dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Alivah,

9, Peraturan Menteri Pendidikian Nasional Nomor 15 Tehun 2010
tentang  Siandar  Pelayanan ~ Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubeh menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahen atas Peraturan Mentler] Pendidikan Masional
Nomor 15 Tehun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikkan dl Kebupaten /Kota;

10, Peraturan Menterl Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawes Pendidiknn Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2012 Nomor  206]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama MNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasash dan
Pengawas Pendidikan Agamea Islam pada Sekolah [Berita Negura
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684

| 1. Peraturan Mentern Agama Nomor 13 Tashun 2012 tentang
Organisasi dan Tatn Kerja Instensi Vertikal Kementerian Agamn
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 851

14, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahiun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah [Berita Negarn Repubiik
[ndonesia Tahun 2013 Noemor 1382 sebagrimana telah diubah
terakhir dengan Pernturan Menteri Agama Nomer 66 Tehun 2016
tentang Perubashan Kedua Ates Persturan Menteri Agama Nomaor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
{Beritn Negara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN ...



Menetaplan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTLUSEAN :

KEPUTUSAN 'KEPALA HKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA FROVING] JAWA TENCGAH TENTANG PEMBERIAN [ZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL AMANAH
KABUPATEN WONOGIRI.

Memberikan lzin Operasional Pendirian Modrasah kepads
Madrasah u-ctlag.ﬁ]mnm tercantum dolam Lampiran vang
merupaksan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jengks waktu 4 tahun, Kepala Madrasah vang
bersangutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama vang memuat paling
secikit perkembangan jumlah peserta didik, pelakssnann
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar saranas
prasarana, dan pelaksanasn pemenuban standar pendidik
dan tenaga kependidikan: dan fatau

b, Mengajulkan pendaftaran viaktaal alerediiasi
sekolah/madrasah kepade BAP-S/M sesus  ketentuan
pernturan perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimakosud
dalam Diktum KEDUA hurof a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggarnan pendidilkan dan/atau
haail alreditast sebagaimensa dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendmpat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diltum KESATU tetap berlaku,

Dalwrm hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dolam Diktum KEDUA huwref a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggarman pendidikan danfatay
hasil pkreditas) ssbagaimana dimaksud Diktum KEDUA huraf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka i2in operasional
schagaimansa dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut,

Keputusan ni mulal berlaku pada tenggal ditetapkan.

Ditetaplcn i Semarang,
pada tanggal 4 Juli 20148

EEPALA EANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
FROVINSI JAWA TENGAH



v d

LAMPIRAN

KEEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

FROVINS] JAWA TENGAH
NOMOR 1920 TAHUN 2018
TENTANG

PFEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL AMANAH

KABUPATEN WONOIIR]

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 EE.T:LB Madrasah

MA. AL AMANAH

2 |Nomor Statistik Madrassh

131233120006

3 |Alamat Madrasah

01 RW 03

{Desa [ Kelurahan Pandeyan
|Kecamatan Jatisrono

Kabupaten Warnogirt

| Provinst Jawa Tengah

4 |Nema l::l-r@ani-.ui Penvelengpara

PESANTREN AL AMANAH

5 |Akte Notars Organisasi No. 2 CHATHARINA MARIA NOVIA PUSPITA
Penyelenggara WARDANI Tanggal 17 Desember 2012

6 |Pengesahan Akie Nowrls AHU-2620.AH.01.04. Tahun 2013 Tanggal
Orgunisasi Penyelenggara |13 Mei 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
FROVINSI] JAWA TENGAH,

-

ANI




